BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat atas
informasi produk hukum dan informasi hukum lainnya,
diperlukan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum yang baik dan handal;

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi
penataan serta penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo, perlu disusun pedoman dalam pengelolaan jaringan
dokumentasi dan informasi hukum dimaksud,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara



Menetapkan

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2
Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis
Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tata Kelola
Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Smart City
di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

: PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Bupati adalah Bupati Sidoarjo.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten
Sidoarjo.

Bagian Hukum adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat
Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah
dan Kecamatan.



7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang
selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan
bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan
berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian
pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudabh,
dan cepat melalui teknologi informasi dan komunikasi.

9. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang
terkandung dalam Dokumen Hukum.

10. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis
yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan
dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat
yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam
pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan
kemanfaatan.

Pasal 3

JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk :

a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi
hukum yang terpadu;

b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum
yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat
dan mudah; dan

c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik sebagai
salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik,
transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB III
PENGELOLA JDIH

Bagian Kesatu
Organisasi Pengelola JDIH

Pasal 4
(1) Organisasi pengelola JDIH terdiri atas :
a. Pusat JDIH; dan
b. Anggota JDIH.
(2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
adalah Bagian Hukum.



(3)

(1)

(2)

Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri atas:

a. Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo; dan

b. Desa se-Kabupaten Sidoarjo.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Pusat JDIH

Pasal 5

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf a, mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi dan informasi
hukum;

b. memberikan  fasilitasi/ pembinaan dalam = rangka
penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum
kepada Anggota JDIH;

c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis
dokumentasi dan informasi hukum kepada Anggota JDIH;

d. updating data dokumen hukum tingkat kabupaten pada
JDIH maksimal 1 (satu) bulan sejak diterbitkan;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, kepada Bupati
dan Gubernur Jawa Timur c.q. Kepala Biro Hukum selaku
Ketua Pusat JDIH Provinsi Jawa Timur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pusat JDIH mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;

b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang
dihadapi oleh Anggota JDIH;

c. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan
penyebarluasan produk hukum,;

d. penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi
informasi dan komunikasi;

e. pembinaan sumberdaya manusia pengelola JDIH;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH
paling sedikit sekali dalam setahun.

Bagian Ketiga
Anggota JDIH

Pasal 6

(1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

(2)

huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan

dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan kerja

masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Anggota JDIH mempunyai fungsi :

a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan
dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang
diterbitkan di lingkungan kerjanya;



b. mendukung pelaksanaan JDIH yang dikelola oleh Pusat
JDIH;
c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia

pengelola JDIH di lingkungan kerjanya;

d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH
di lingkungan kerjanya;

e. penyusunan laporan tahunan dan disampaikan paling
lambat pada awal bulan Januari tahun berikutnya kepada
Pusat JDIH.

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 7
Pengelolaan JDIH meliputi kegiatan:
a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan
dokumen hukum dan informasi hukum; dan
b. penataan dokumen hukum dan informasi hukum melalui
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 8
Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan
dokumen hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a, paling sedikit memuat :
Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri;
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
Peraturan Bupati Sidoarjo; dan
Kajian Hukum

mo a0 T

Pasal 9
(1) Penataan dokumen hukum dan informasi hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, melalui
website jdih.sidoarjokab.go.id.
(2) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan
dengan JDIH Provinsi Jawa Timur.

Pasal 10
Dalam rangka kelancaran pengelolaan JDIH, dibentuk Tim
Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BABV
PENDANAAN

Pasal 11
Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo dan/ atau
sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Oktober 2019

BUPATI SIDOARJO,
ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,
ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 79

NOREG PERBUP : 78 Tahun 2019



